PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR
- DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2007
(Peraturan Menterl Dalam Negeri No. 10 Tahun 2007 tangga! 5 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' MENTERI DALAM NEGERI,

Menlmbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal‘lO ayat
{(4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 (BN No.
6669 hal. 11B-16B dst) tentang Pajak Daerah, dipandang
perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di
Alas Air dan Bea Balik Nama Kendaran di Atas Air Tahun 2007,

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 (BN No. 5317
hal. 1B-98 dst) tentang Pelayaran (LN RI Tahun 1992
Nomor 98, TLN RI Nomor 3493);

~ 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (BN No. 6021
hal, 12B-198 dst) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (LN RI Tahun 1997 Nomor 41, TLN RT Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 (BN No. 6569 hal. 7B-108B dst) tentang
Perubahan Atas Undang-tndang Nomor 18 Tahun 1597
(LN RI Tahun 2000 Nomor 246, TLN RI Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (BN No, 7152
hal. 9B-18B dst) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI
Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (BN No.
7285 hal, 9B) tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

. Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108,
TLN RI Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (BN No: 7194
hal. 98-128 dst) tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun
2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6% Tahun 2001 (BN No.
6669 hal. 11B-168 dst) tentang Pajak Daerah (LN RI
Tahun 2001 Nomor 118, TLN RI Nomor 4138), -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 (BN No.

6855 hal, 13B-188 dst) tentang Perkapalan (LN Tahun
2002 Nomor 95, TLN Nomor 4227);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003
tentang Crganisasi dan Tata Kerja Departemen Datam
Negeri; -

Memperhatlkan

Surat Menteri Keuangan Nomar: $-56/MK.07/2007
tanggal 13 Februari 2007, hal Pertimbangan Menteri Keuangan
atas dua Rancangan Permendagri;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan: - .
PERATURAN MENTERI " DALAM - NEGERI A TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK: KENDARAAN DI
ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR
TAHUN 2007.

S paslt | ,
Dalami Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang
digerakkan cleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas
air.

2. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selan]utnya disingkat
PKAA, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan

~ kendaraan di atas air.

3. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selan]utnya
disingkat BBN-KAA, adalah Pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha. )

4, Harga Pasaran Umum yang sefanjutnya disingkat HPU,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data,

" antara lain, dari tempat penjualan kendaraan di atas
air

5. Umur rangka/body adalah umur kendaraan di atas air yang'
dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.

6. Umur motor adalah umur motor kendaraan d| atas airyang
dihitung dari tahun pembuatan.

" Pasal 2

(1) Penghitungan nilai jual kendaraan di atas air sebagai dasar
pengenaan PKAA dan BBN-KAA dihitung berdasarkan
penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor
" penggerak kendaraan di atas air

{2)Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA berdasarkan nilal
‘jual kendaraan di'atas air.

(3) Nitai jual kendaraan di atas air ditetapkan berdasarkan HPU
atas suatu kendaraan di atas air pada minggu pertama
bulan Desember tahun 2006. ,

(4) Nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dibedakan
menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonage), fungsi, dan
umur rangka/body.

(5) Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda
{PK) dan umur motor.



Pasal 3
(1) Jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan konstruksi
meliputi:
a. konstruksi kayu;
b. konstruksi serat, fiber, karet, dan sejenisnya;
c. konstruksi besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.

2B

' (2) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA dengan ,isi kotor

(2)Penggunaan kendaraan di atas air dikelompokkan

berdasarkan fungsi meliputi;

a. penangkap ikan; | i

b. angkutan penumpang, angkutan barang dan pengerukan
. pesiar, olahraga atau rekreasi, -

Pasal 4

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagalmana

dimaksud dalam_Pasal 2 .ayat (1) tercantum dalam Lamplran
Peraturan Menteri ini.-

Pasal 5
Pembertakuan dasar pengenaan PKAA, dan BBN-KAA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, lebih [an]ut ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6
Penghitungan dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA
yang niflai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai
tambahan Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
(1) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA atas gandengan/

tempel (ponton, tongkang dan sejenisnya) yang belum’

tercantum dalam Lampiran -Peraturan Menteri ini,
ditetapkan dengan-Peraturan Gubernur.

. kurang dari 1 GT, ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.
Pasal 8 ) :
Penetapan dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dilaporkan
kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh)

“hari setelah dltetapkan

Pasal 9
Pada’saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 3 Tahun 2006
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA dan
BBN-KAA Tahun 2006 dlcabut dan dinyatakan tidak
berlaku®

Pasal 10
Peraturan Menteri ini -mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. :

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 2007
MENTERI DALLAM NEGERI,

C ttd.
H. MOH. MA'RUF, SE.

Catatan Redaksi:
- Lampiran tidak diperoleh.

(om)

" TANGGUNG RENTENG
(Surat Direktur Jenderal Pajak:No. S$-954/P1.54/1992 tanggal 14 Mei 1992)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan. dengan surat PT. CT. CO. LTD. Nomor

XXX tanggal 7 Januari 1992 perihal tsb di atas (fotocopy

terlampir), disampaikan penjelasan shb.:

1. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 15 Undang-Undang
PPN 1984, PPN terutang oleh PKP PenjualfPemberi Jasa.
Dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6
Tahyp 1983 tentang KUP Penjual/Pemberi Jasa
berkewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN/
PPnBM yang terutang. Tanggung jawab renteng pembeli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KUP dimaksudkan
agar pembeli/penerima jasa memenuhi kewajiban
perpajakannya, karena pada prinsipnya beban
‘pembayaran PPN/PPnBM harus ditanggung oleh
pembeli.

. Sesuai dengan prinsip di atas, dalam hal PKP Penjual/
Pemberi Jasa tidak memungut dan menyetor PPN/PPnBM,
maka:
2.1.Terhadap PKP diterbitkan SKP beserta sanksmya dan

- dilakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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2.2.Dalam hal PKP tsh tidak sanggup lagi membayar utang
pajaknya (pailit) dan pengurus juga tidak mungkin lagi
diminta untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan
Pasal 32 ayat (2) KUP, dan Pembeli/Penerima Jasa tidak
dapat Membuktikan bahwa pajak yang terutang sudah
dibayarnya, barulah Pasal 33 KUP dapat diterapkan -
kepada Pembeli/Pénerima Jasa sejumlah sisa utang
pajak yang belum dibayar berdasarkan data terakhir,
setelah pefaksanaan penagihan aktif terhadap PKP
Penjual termasuk pengurusnya dijalankan.
3. Mengingat bahwa CV. DT (yang beralamat di JI. Sekip Ujung
. lorong Meriam Nomor 934 RT.37 Palembang) masih aktif,
diminta agar Saudara melakukan verifikasi lapangan atau
meminta bantuan UPP setempat untuk melakukan
permeriksaan dan/atau penyidikan terhadap perusahaan tsb.

Demikian agar Saudara maklum.
. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ted.
Drs, MARTE MUHAMMAD

(Ws)
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' PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
x YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(DI LUAR SUMBER DAYA ALAM PERTKANAN)

- DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN -
" (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 187/KMK.02/2007 tanggal 11 April 2007)

. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: = . :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah No. 73 Tahun 1999, Instansi yang mempunyai
Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan
sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah mempero-
leh persetujuan Menteri Keuangan; S . :

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 556/

" KMK.06/2003, telah diberikan persetujuan .penggunaan
sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal
dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya
Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan
Perikanan; '

¢. bahwa dengan terjadinya reorganisasi di jingkungan

"'Departemen Kelautan dan Perikanan; perlu diatur kembali

- unit-unit penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
telah' diberikan persetujuan penggunaan sebagian dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan No. 556/KMK.06/2003;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditnaksud
dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan
Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal

* dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya -

Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan
Perikanan.

- Mengingat: - - -

1= Undang-undang No. 20 Tahun 1997 (BN No. 6017 hal.
1B-6B) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI
Tahun 1997 No. 43, TLN RI No. 3687);

2. Unidang-undang No. 17 Tahun 2003 (BN No. 6913 hal,

16B-208B dst) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun
2003 No. 47, TLN RI No. 4286); . :
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 (BN No. 7031 hal.

13B-14B dst) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI '

- Tahur 2004 No. 5, TLN RI No. 4355);

4, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 (BN No. 6031
hal. 30B-32B)tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 No. 57, TLN RI
No. 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 52 Tahun 1998 (BN No. 6154 hal. 1B)
(LN RI Tahun 1998 No. 85, TLN RI No. 3760);.

5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 (BN No. 6364
hal. 19B-20B) tentang Tata Cara Penggunaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari
Kegiatan Tertentu (LN RI Tahun 1999 No. 136, TLN RI
No. 3871); ‘ '

6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2002 (BN No. 6872
hal. 1B-4B) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang betlaku Pada Departemen Kelautan dan
Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan (LN
RI Tahun 2002 No. 118, TLN RI No. 4241);
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7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 (BN No. 7482
hal. 5B-11B) tentang Perubahan Atas. Peraturan
Pemerintah No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis

- penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada
Departemen Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2006
No. 45, TLN RI No. 4623}; . . . '

8. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 (BN No. 6794

hal. 38-12B}tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

_dan Belanja Negara (LN RL Tahun 2002 No. 73, TEN Rl
No. 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden No.72 Tahun 2004 (BN No. 7124 hal.2B-3B)
(LN RI Tahun 2004 Ne. 92, TLN RI No. 4418);

9. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (BN No. 7296
hal. 1B); o ‘

10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/
M3N/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kelautan dan Perikanan. . L

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: - S o

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN
PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (DI LUAR SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN}
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

PERTAMA: ' :

} Menyetujui penggunaan sebagian dana Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) Di
Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2002
dan No. 19 Tahun 2006, yang diterima dari: :

1. Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), paling tinggi
93,50% (sembilan puluh tiga koma lima puluh persen) dari
'realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran
bersangkutan, untuk membiayai kegiatan penelitian dan
pengembangan teknologi, pendidikan dan peiatihan, .
pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual
tertentu, pelestarian.sumber daya alam dan kegiatan
operasional, yang meliputi: :
a. Kajian kebutuhan transportasi laut penghubung gugus

pulau-pulau; ) ‘

. Desaln bangunan kapal;

. Analisa bangunan lepas pantai;

. Pelayanan pencarian dan’ pendeteksian sumber air

bersih; A
. Jasa konsultasi penelitian arkeologi bawalylaut;

Riset pengembangan wisata bahari; &'

. Riset efek geologis dan ekologis penambangan pasir

laut; R
. Penelitian efek fisik oceanografi akibat penambangan

pasir laut; - R

Riset penataan batas wilayah laut;

. Pemanfaatan naskah hasil pelaksanaan riset;

ano

o oo
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k. Pefatihan dan pengembangan karya |1m|ah/sem|nar/1ptek
dan seni;

8 Melaksanakan riset strategls penkanan laut dan
samudera;

m.Riset budidaya komod|t| ]arlng apung;

n. Magang teknologi; -

o. Perbaikan sarana-dan prasarana riset;

p. Melaksanakan riset strategis perikanan di perairan umum;

q. Melaksanakan riset strategils perikanan budidaya air
payau;

. Melaksanakan riset strategis perlkanan budidaya air tawar.

2. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan

.Perikanan, paling tinggi 97,80 (sembilan puluh tujuh koma

- delapan puluh persen) dari realisasi penerimaan negara
" bukan pajak tahun anggaran bersangkutan, untuk
membiayai kegtatan penelitian dan pengembangan
teknologi, pendidikan dan pelatihan, pelayanan yang meli-
batkan kemampuan intelektual tertentu, pelestarian
sumber daya alam. dan kegiatan opera51onal yang
meliputi:

a. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan
~.pelatihan perikanan;

b. Peningkatan profesnonahsme tenaga pendldlkan dan

pelatihan perikanan;

c. Proses pendidikan/pengajaran/perkuliahan (termasuk

penyelenggaraan praktek).

Pusat Karantina Ikan, paling tinggi 68,90% (enam puluh

delapan koma sembilan puluh persen) dari realisasi

penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran

. bersangkutan, untuk ‘membiayai kegiatan penelitian dan
pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan,
pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual
tertentu, pelestarian sumber daya alam dan keglatan
operasional, yang mehputl
a. Meningkatkan pelayanan terhadap pemakai jasa

karantina ikan;

Meningkatkan sarana dan prasarana operasional karantlna

ikan;

Meningkatkan kinerja dari submerdaya manusia;

Menmgkatkan akseptabllitas produk perlkanan di luar

. negeri.’

. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pallng tinggi
78,20% {tujuh puluh delapan koma dua puluh persen)
dari realisasi pene-rimaan negara bukan pajak tahun
anggaran bersangkutan, untuk membiayai kegiatan
penelitian dan pengembangan teknologi, pendidikan dan
pelatihan, pelayanan yang melibatkan kemampuan
intelektual tertentu, pelestarian sumber daya alam dan
kegiatan operasional, yang meliputi:

a. Meningkatkan operasional dan produktlwtas dalam
memberikan pelayanan/jasa kepada mavarakat;
Memberikan dorongan/motivasi melalui peningkatan
sarana pelayanan/jasa dan produksi benih ikan yang
dikelola; '

b.

<.
d.

b.

C.
prasarana penunjang kegiatan,

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan
budidaya.

Direktorat Jenderal Perlkanan Tangkap, paling tinggi
70,80% (tujuh puluh koma delapan puluh persen) dari
realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran
bersangkutan, untuk membiayai kegiatan penelitian dan

d.
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Melengkapi dan meningkatkan pemeliharaan sarana dan '

pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan,
pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual ter-
tentu, pelestarian sumber daya alam dan kegiatan
operasional, yang meliputi:
" a. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang
' berlaku; ‘
Melakukan percepatan pelayanan dengan meningkatkan
sumberdaya manusia pelaksanaan pelayanan ‘berupa
pelatihan dan kursus;
c. Melakukan pembinaan, supervisi “dan memberdayakan
UPT Pelabuhan Perikanan sebagal pelaksanaan awal
perijinan usaha perikanan di daerah;
Mengembangkan peralatan dan sistem pelayanan.

b.

d.

KEDUA:

Instansi. pengguna yang telah memperoleh
persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
wajib menyampaikan laporan setiap triwulan mengenai seluruh
penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan
Pajak kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA:

Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan PaJak yang
telah disetujui sebagaimana dimaksud- Diktum PERTAMA
disediakan dalam suatu dokumen anggaran tahunan yang
berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi,

KEEMPAT:
: Dalam pelaksanaan penyetoran dan penarikan

-sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan berkoordmasu dengan Direktorat Jenderal
Anggaran.

KELIMA:

Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang telah mendapatkan persetujdan
sebagaimana dimaksud dalam- Diktum PERTAMA sewaktu-
waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.

KEENAM:

' . Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai
berlaku, Keputusan Menteri Keuangan No. 556/KMK.06/2003
tentang Persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan
Departemen Kelautan dan Perikanan, dlcabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KETUJUH:

Keputusén Menteri Keuangan ini'mulai beriaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd. ‘
SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)
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| LANGKAH LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN
- PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH (FIKTIF)
(Surat Edaran Dnjen Pajak Nomor SE- 29/PJ 53/2003 tanggal 4 Desember 2003)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Sehubungan dengan semakin banyaknya jawaban

atas permintaan konfirmasi Faktur Pajak yang menyatakan
bahwa Faktur Pajak yang dimintakan konfirmasi diindikasikan
sebagai Faktur Pajak yang tidak sah (fiktif), maka dalam rangka
tertib administrasi dan pengamanan penerimaan PPN serta
mencegah penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak fiktif,
dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Faktur Pajak fikiif antara lain adalah

d.

b.

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang
belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Faktur Pajak yang diterbitkan oleb Pengusaha dengan

menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan

PKP orang pribadi atau badan lain.,

diterbitkan oleh PKP penerbit.

. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan

Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak
memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan

- barang .dan atau uang atau barang tidak diserahkan

- kepada. pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.

e,

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya
tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-
undang. PPN dapat berupa: .

d.
b

Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak Sederhana sesuai Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang
Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah
diubah dengan KEP-425/P]./2001 (BN No. 6633 hal.
17B).

. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai

Faktur Pajak Standar sesuai Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-522/P1./2000 tentang Dokumen-
dokumen Tertenfu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur

- Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan KEP-

" 312/P3./2001 (BN No. 6628 hal. 12B), antara lain:

- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri
Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak
“oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor
Barang Kena Pajak;

- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat

muat cleh pejabat yang berwenang dari Direktorat
.. Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice
-yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan PEB tersebut;

- Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena
Paijak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar
Daerah Pabean.

3. Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan
sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif antara
lain:

a.

Waijib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapa
elemen data SPT beserta lampirannya tldak dapat
direkam karena Waijib Pajak tersebut tidak terdaftar
sebagai PKP pada Master File Lokal.
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. Faktur-Pajak yang digunakan oleh PKP yang tldak'

b.

Wajib Pajak yang sering plndah alamat atau selalu’
mengajukan permchonan perpindahan alamat atau
tempat kedudukan atau permohonan perpindahan
lokasi tempat terdaftar (Kantor Pelayanan Pajak).

.'Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan

mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap
bulannya.

. Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai

" jumlah penyerahan besar, tetapi kurang bayarnya relatif

kecil,

. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya
-terdiri dari orang yang sama.

Wajib Pajak-Waijib Pajak yang Akta- Pendlrian badan
hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan
pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau
berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akta.

. Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang

tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta
perusahaan.

. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN

. yang mengakibatkan jumlah penyerahan yang terutang

- PPN (Pajak Keluaran) menjadi besar dan atau jumlah

Pajak Masukan menjadi besar.

Contoh kasus : -

Faktur Pajak yang semula dmyatakan batal melalui SPT
Masa PPN digunakan lagi untuk transaksi kepada pihak
lain sehingga. Pajak Keluaran-nya menjadi tinggi, untuk

- mengimbanginya Wajib Pajak menambah nilai Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan sedemikian rupa .
sehingga hasil akhirnya tidak mengubah nilai Pajak
Pertambahan Nilai kurang bayar yang telah dilaporkan.
Waiib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan

‘melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat

. beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core

business Wajib Pajak tersebut.

~Waijib Pajak yang jumlah pajak- kuraﬁg bayar-nya relatif

kecil jika dibandingkan dengan jumlah penyerahan yang

terutang Pajak Pertambahan Nilai.
. Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan

kewajiban perpajakan Pajak Penghasnan Pasal 21, 23
dan 25,
Wajib Pajak yang melakukan rekayasa pembukuan.

.Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitupula

alamat pengurusnya.

: Wajib Pajak yang. jumlah penyerahannya besar, namun

PPh Pasal 21 nya kecll,

. Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan

dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan
pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.

.‘Langkah -langkah yang harus dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pajak (KPP):

d.

Agar dalam rangka permochonan PKP baru, petugas
Pemeriksaan Lapangan harus mempunyai keyakinan
terhadap kebenaran tempat usaha Wajib Pajak, apabila
Wajib 'Pajak hanya menyewa tempat usaha, maka
petugas harus mempunyai keyakinan terhadap alamat
dari pengurus perusahaan (dewan direksi) dan dewan
komisaris.




_ Pasat 1

Ketentuan mengenai Pengenaan Biaya Tahunan atas
Bursa Efek, Lembaga Kiiring dan Penjaminan, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian diatur dalam Peraturan Nomor
I1.].1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2
Pengenaan biaya tahunan atas Bursa Efek, Lembaga

14B

‘3. Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1

Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan -

Penyelesaian diatur dalam Peraturan Nomor IL.].1 sebagaimana
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini mulai berlaku atas
pendapatan usaha tahun 2007,

Pasal 3
Biaya tahunan atas Bursa Efek sebagaimana dimaksud
datam Pasal 2 tidak dikenakan kepada PT Bursa Efek Surabaya
atas pendapatan usaha tahun 2007.

Pasal 4 :
Penyetoran biaya tahunan oleh Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan- Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2007
wajib dilaksanakan bersamaan dengan penyetoran biaya
tahunan untuk periode 3 (tiga) bulan berikutnya, yaitu paling
lambat tanggal 15 Juli 2007.

Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman- Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Dltetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 13- Juni 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

MMPIRAN

PERATURAN NOMOR I1.J.1: PENGENAAN BIAYA TAHUNAN
ATAS BURSA EFEK, LEMBAGA
KLIRING DAN PENJAMINAN,
SERTA LEMBAGA PENYIMPAN-
AN DAN PENYELESAIAN

1. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikenakan biaya
tahunan masing-masing sebesar 7,5% (tujuh koma lima
perseratus) dari pendapatan usaha tahun berjalan
berdasarkan laporan realisasi anggaran.

2. Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib
disetorkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian ke Kas.Negara setiap 3 (tiga) bulan paling
lambat pada setiap tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober
tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya.
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merupakan penerimaan negara dan disetor ke Kas Negara
dengan menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (SSBP) dengan kode MAP 423483
dan asli lembar ke-5 (kelima) bulti penyetoran ke Kas
Negara tersebut wajib-segera- disampaikan ke Bapepam
dan LK.

4, Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran terhadap

penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam angka
3, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melakukan
pembayaran atas kekurangan pembayaran tersebut pal-
ing lama pada. perlode pembayaran bulan April tahun
berikutnya. -
5. Dalam hal terdapat keleb|han pembayaran terhadap
penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam angka
3, maka kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan -
sebagai pembayaran di muka atas penerimaan negara yang
terutang dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan pada
- periode berikutnya.
6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 dan angka 4, penyetoran biaya tahunan atau
" kekurangan pembayaran tidak dilakukan, Bapepam dan LK
memberikan surat teguran pertama untuk segera melunasi
biaya tersebut ditambah denda berupa bunga. selambat-
lambatnya 14 {(empat belas) hari sejak ditetapkannya surat
teguran pertama.

7.  Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam angka 6’

ditetapkan sebesar-2% (dua perseratus) per bulan dari
kewajiban yang harus disetor.

8. Apabila dalam jangka waktu sebagalmana dimaksud pada

surat teguran pertama sebagaimana dimaksud dalam angka

~ 6 telah lewat, maka Bapepam dan LK memberikan surat
teguran kedua dengan jangka waktu pelunasan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari se]ak ditetapkannya surat
teguran kedua.

9. Apabila jangka wakt‘u yang diberikan dalam surat teguran

kedua sebagaimana dimaksud dalam angka 8 telah lewat,
maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 6
tersebut dikategorikan sebagai piutang macet yang
pengurusannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN)/D|rektorat Jenderal Kekayaan
Negara.

10 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bldang Pasar
* Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap
setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini
termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
tersebut,

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Juni 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal -.
dan Lembaga Keuangan
o td.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

( Nr}
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RIS e PERKERETAAPIAN S
(Uhdang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ~

~ Menimbang : .

a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan
wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusaritara,

serta memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha
mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; ' g ‘
bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi
dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai
karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan
tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda
transportasi lain, perlu-dikembangkan potensinya dan
ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik
nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendo-
rong, dan menggerakkan pembangunan nasional -guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat; - -

. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 (BN No.
5267 hal. 1B-5B dst) tentang Perkeretaapian (LN RI
Tahun 1992 Nomor 47, TLN RI Nomor 3479) tidak sesual
lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam

masyarakat, perkembangan zaman, serta iimu pengeta-

huan dan teknologi; ,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
datam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu dibentuk Undang-
Undang tentang Perkeretaapian; ‘ s

Mengihgat i . T ‘
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Tahun 1945 (BN No. 7137 hal. 1B-7B),

Dengan- Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- REPUBLIK INDONESIA

. . dan .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Meneta[jkan: ‘ :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKERETAAPIAN.
BABI - .
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daiam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta
norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api. .

. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan
sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun
sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan
perjalanan kereta api. '
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3, Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun

kereta apl, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api

dapat dioperasikan. .

. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian *
petak jalan re! yang meliputi ruang manfaat jalur kereta
apl, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan
jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya
yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api
yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan
berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. ‘ ‘

. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang

digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu

untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha

tersebut. . o

Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat .

dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di

permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung ,

beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya

kereta api. ; .

Fasilitas operasi kereta api adalah segala fasilitas yang

diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat

bergerak di jalan rel. . :

10.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus
didirikan untuk perkeretaapian.
11.Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuaiu yang
melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang
dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan
keselamatan bagi pengguna jasa kereta api. ‘

12.Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum
yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk
angkutan orang maupun barang.
13.Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian
di jalan rel.

14.Angkutan kereta api adalah kegiatan pernindahan orang
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kereta api. o

15.Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan
di dalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana ‘
Perkeretaapian selama perjalanan kereta api.

16.Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang
menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
17. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha
yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

18.Sétiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

19.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam tndang-Undang Dasar '
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ‘

20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. _

21.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung

jawabnya di bidang perkeretaapian. :

8.

9,

BABTII .........




BAB IL
ASAS DAN TUIUAN
Pasal 2 '
Perkeretaaplan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari sistem transportasi na5|onal diselenggarakan berdasarkan
asas manfaat;
asas keadilan;
asas keseimbangan;
asas kepentingan umum;
asas keterpaduan;
asas kemandirian;
. asas transparansi;
asas akuntabilitas; dan
asas berkelanjutan.

TSN To

Pasal 3
Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk
mempetancar perpindahan orang dan/atau barang secara

_massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar,

tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan,
pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak
pembangunan nasmnal

BAB III
TATANAN PERKERETAAPIAN
Pasal 4
Kereta api menurut jenisnya terdiri atas:
kereta api kecepatan normal;
kereta api kecepatan tinggi;
kereta api monorel; .
kereta api motor induksi linear;
kereta api gerak udara;
kereta api levitasi magne’nk
trem; dan
kereta gantung.

= pli= R = R o BL= )

Pasal 5
{1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri atas;
a. perkeretaapian umum; dan
b. perkeretaapian khusus
(2) Perkeretaapian - umum sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. perkeretaapian perkotaan; dan
b. perkeretaapian antarkota.

“{3)Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan
usaha tertentu untuk menunjang keglatan pokok badan
usaha tersebut.

Pasal 6 T

(1) Tatanan perket’etaaplan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. perkeretaapian nasional; -
b. perkeretaapian provinsi; dan
c. perkeretaapian kabupaten/kota.

(2) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana d:maksud
pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem
perkeretaapian yang disebut tatanan perkeretaaplan
nasional.

(3} Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
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Pasal 7

. {1)Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dltetapkan rencana induk
perkeretaapian.

{2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
-a. rencana induk perkeretaapian nasional;
b. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
¢. rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.

Pasal 8
(1)Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun dengan
memperhatikan:
a. rencana tata ruang wilayah nasional; dan
b. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya.
(2)Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memper-
- timbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada
- tataran transportasi nasional.
{3)Rencana induk perkeretaapian nasional sebaga|mana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. arah kebijakan dan peranan perketetaapian nasmnal
dalam keseluruhan moda transportasi;
b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut
asal tujuan perjalanan;
¢. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasional;
. d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional; dan
. e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasa! 9

(1)Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun dengan
memperhatlkan '

a. rencana tata ruang ‘wilayah nasional;

b. rencana tata ruang wilayah provinsi;

c. rencana induk perkeretaapian nasional; dan

d. rencana induk ]armgan moda transportasi la:nnya pada
tataran provinsi.

(2)Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memper-
timbangkan kebutuhan angkutan perkeretaaplan pada
tataran transportasi provinsi.

(3YRencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. arah kebijakan dan peranan perkeretaaplan pl‘DV[nS[
dalam keseluruhan moda transportasi;

b. prakiraan perpindahan crang dan/atau barang menurut
asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;

¢. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;

d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi; dan -

e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

-Pasal 10
(1)Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ¢
disusun dengan memperhatikan:
a. rencana tata ruang wilayah nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c¢. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata
ruang wilayah kota;
d. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada
tataran kabupaten/kota.



{2)Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disusun dengan
mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian
pada tataran transportasi kabupaten/kota.

(3)Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang—kurangnya
memuat:

178

a. arah kebijakan dan peranan perkeretaaplan kabupaten/ -

kota dalam keseluruhan moda transportasi;
b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut
asal tujuan perjalanan pada tataran kabupaten/kota;

c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian

kabupaten/kota;
d. rencana kebutuhan sarana perkeretaaplan kabupaten/
.- kota; dan.
‘a. rencana kebutuhan sumber daya manu5|a

Pasal 11

Rencana induk perkeretaaplan sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh:
“a. Pemerintah untuk rencana induk’ perkeretaapian nasional;
b. pemerintah provinsi untuk rencana lnduk perkeretaap|an
provinsi; dan
c. pemerintah kabupaten/kota untuk rencana mduk
perkeretaaplan kabupaten/kota SRR

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kereta api dan
penyusunan. rencana induk perkeretaapian diatur dengan
Peraturan Pemenntah '

BAB IV
PEMBINAAN
. Pasal 13

(1) Perkeretaapian dlkuasal oleh Negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pembinaan perkeretaapian sebaga|mana dimaksud pada
' ayat (1) meliputi: . .

*.a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.

. (3) Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘bertujuan .untuk memperlancar. perpindahan orang dan/
atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman,
cepat, tepat, tertib, dan teratur, serta efisien.

(4) Sasaran pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud
- pada ayat (1) bertujuan untuk” menunjang pemerataan,
pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak
pembangunan nasmnal :

Pasal 14
(1)Pembinaan perkeretaapian nasmnal dllaksanakan oleh

Pemerintah yang meliputi:

a. penetapan arah dan sasaran kebljakan pengembangan
perkeretaaplan nasional, provrn3|, dan kabupaten/
kota;

b. penetapan, pedoman, standar, serta prosedur
_penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian;

c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan
fungsi di bidang perkeretaapian;
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d. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan
teknis kepada Pemerintah Daerah, penyelenggara dan
pengguna jasa perkeretaapian; dan

" e, pengawasan terhadap perwujudar pengembangan
sistemn perkeretaapian.

(2)Pembinaan perkeretaaplan provinsi dllaksanakan oleh

pemerintah provinsi yang mehputl .

a. penetapan arah dan sasaran kebuakan pengembangan
perkeretaapian prowns1, dan kabupaten/kota;

.b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan
teknis kepada kabupaten/kota, penyelenggara dan
pengguna jasa perkeretaapian; dan

c pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian
provinsi.. . @ .

(3)Pemb|naan perkeretaaplan kabupaten/kota dilaksanakan
oleh pemerintah kabupaten/kota yang meliputi:

a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembahgan :

perkeretaapian kabupaten/kota;

“’b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan; dan bantuan -

- teknis kepada penyelenggara dan pengguna }asa
perkeretaapian; dan

c¢. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaaplan
kabupaten/kota

Pasal 15
Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 14, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus
menglntegra5|kan perkeretaaplan dengan moda transporta5|
lainnya.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
perkeretaapian- diatur dengan Peraturan Pemerintah.

" BAB V
" PENYELENGGARAAN
Pasal 17

(1) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud . dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa
penyelenggaraan;

a. prasarana perkeretaapian; dan/atau
~b. sarana perkeretaaplan. :

(2)Penyelenggaraan perkeretaaplan khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa
penyelenggaraan: .

a. prasarana perkeretaapian; dan
b. sarana perkeretaplan

Pasai 18 .
Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum
meliputi kegiatan :
a. pembangunan prasarana;
b. pengoperasian prasarana;
¢. perawatan prasarana; dan
d. pengusahaan prasarana.

Pasal 19
Pembangunan prasarana perkeretaap|an umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib:
a. berpedoman -pada ketentuan rencana
perkeretaapian; dan
b. memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaaplan

induk

Pasal 20 ..........



&
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T . ., . Pasal 20 . o

-, 1Pengoperasian prasarana perkeretaapian .umum
sebagaimana dimaksud datam Pasal 18 huruf b wajib memenuhi
standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.

e Pasal21 = :
Perawatan prasarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib; -
a. memenuhi standar perawatan prasarana’ perkeretaapian;
dan ‘ o o :
b. dilakukan oleh tenaga'yang'memenur'\i persyaratan dan
kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian.

' " Pasal 22 .
Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum

dilakukan berdasarkan norma, standar, dan kriteria .

perkeretaapian. E

Pasal 23 - ;. -
{1)Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Badan

Usaha sebagai penyelenggara, batk secara sendiri-sendiri

maupun melalui kerja sama. L

(2) Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan
prasarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian. o e

 Pasal 24

{1)Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal -

23 ayat (1) wajib memiliki:

a. izinusaha; .

b. izin pembangunan; dan

c. izin operasl. ‘
-(2)1zin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diterbitkan oleh pemerintah.

(3)I1zin pembangunan prasarana perkeretaapian umum
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan
setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana
perkeretaapian. ‘ _ '

(4)1zin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan setelah
dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana

' perkeretaapian. - R c
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf
cdiberikanoleh: L
a. Pemerintah untuk penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas wilayah provinsi; o

b. pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah
mendapat persetujuan dari Pemerintah; dan:

c. pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan '
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam -

wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi
pemerintah provinsi dan persetujuan Pemerintah.

: . Pasal 25 .

Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi
kegiatan:
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pengadaan sarana;
pengoperasian sarana; . .
perawatan sarana; dan
pengusahaan sarana:,

anoTw

. eco .., Pasal26 o
Pengadaan sarana perkeretaapian- umum:

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a harus memenuhi

persyaratan teknis sarana perkeretaapian. -

o Pasal 27 :
Pengoperasian ' sarana ‘perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib memenuhi

standar kelaikan' operasi sarana perkeretaapian. -

. Pasal 28 - - Coe
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian -yang
mengoperasikan -sarana perkeretaapian tidak -memenuhi
standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin operasi.

- .. -Pasal 29 - . e
" Perawatan sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf ¢ wajib: L
a. memenuhi standar perawatan sarana perkeretaapian; dan
b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan
kualifikasi keahlian di bidang sarana perkeretaapian.
[ .
. . Pasal 30 _ :
Pengusahaan sarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan
berdasarkan norma, standar, dan kriteria sarana perkeretaapian.

Pasal 31

(1)Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Badan
"Usaha sebagai penyeleriggara, baik secara sendiri-sendiri

maupun melalui kerja sama, o
(2) Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan
sarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian.

. Pasal 32 iy .
(1)Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana
- perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 wajib memiliki: . SV
a. izin usaha; dan
b. izin operasl. . Lo
(2)1zin usaha penyelenggara sarana perkerefaapian umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan
oleh Pemerintah. o : . '
" (3)Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh:

. a. Pemerintah untuk pengoperasian sarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah
provinsi dan batas wilayah negara; o

b. pemerintah provinsi untuk pengoperasian sarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
patas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan

¢. pemerintah kabupaten/kota untuk pengoperasian

* sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
dalam wilayah kabupaten/kota. ‘

Pasal 33 .,........ A




. Pasal 33

(1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh badan
usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

{2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waijib
memiliki:

a. izin pengadaan atau pembangunan; dan
b. izin operasi.

{3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi persyaratan teknis prasarana dan
sarana perkeretaapian. ‘

{4)1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh :
a. Pemerintah untuk penyelenggaraan perkeretaapian

khusus yang jaringan-jalumya meljhta_si batas wilayah

provinsi dan batas wilayah negara;

b. pemerintah provinsi
perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi
batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah
mendapat persetujuan dari Pemerintah; dan

_c. pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan
perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam
wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi
pemerintah provinsi dan persetujuan Pemerintah.

Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
perkeretaapian umum dan penyelenggaraan
perkeretaapian khusus diatur dengan Peraturan
Pemerintah,

BAB VI
PRASARANA PERKERETAAPIAN
‘Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

(1) Prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaaplan khusus

meliputi :

a. jalur kereta api; .
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta apl.

(2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berfungsi sebagai tempat-kereta api berangkat
atau berhenti untuk melayani:

a. naik turun penumpang;
b. bongkar muat barang; dan/atau
c. keperluan operasi kereta api.

(4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf ¢ merupakan peralatan untuk pengoperasian
perjalanan kereta api.

" Bagian Kedua
Jalur Kereta Api
Pasal 36
Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasa!

35 ayat (1) huruf a meliputi:
a. ruang manfaat jalur kereta api;
b. ruang milik jalur kereta api; dan
c. ruang pengawasan jalur kereta api.
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untuk penyelenggaraan:
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Pasal 37

(1)Ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas jalan rel dan bidang
tanah di Kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan,
atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan
rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta
bangunan pelengkap lainnya.

(2) Jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada:
a, pada permukaan tanah;
b. di bawah permukaan tanah; dan
c. di atas permukaan tanah.

Pasal 38
Ruang manfaat jalur kereta. api diperuntukkan bagi
pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup
untuk umum.

Pasal 39

(1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada
permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) huruf a diukur dari sisi terluar jalan rel beserta
bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk
konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk
penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan
pelengkap lainnya.

(2) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan re! pada
permukaan tanah yang masuk terowongan diukur dari sisi
terluar konstruksi terowongan.

{3) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada
permukaan tanah yang berada di jembatan diukur dari sisi
terluar konstruksi jembatan,

Pasal 40
. Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel
di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (2) huruf b diukur dari sisi terluar konstruksi bangunan
jalan rel di bawah permukaan tanah termasuk fasilitas operasi

_kereta api._

Pasal 41
Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel
di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (2) huruf c diukur dari sisi terluar dari konstruksi jalan
rel atau sisi-terluar yang dlgunakan untuk fasilitas operasi
kereta api.

Pasal 42
{1) Ruang milik jalur kereta api sebagaimana d|maksud dalam
Pasal 36 huruf b adalah bidang tanah di kiri dan di kanan
ruang manfaat jalur kereta api yang dlgunakan untuk
pengamanan konstruksi jalan rel.
(2) Ruang millk jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta
api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin dari
~ pemilik jalur dengan ketentuan.tidak membahayakan
konstruksi jalan rel dan fasilitas operas! kereta api.

Pasal 43
(1) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak
pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat {2} huruf a diukur dari batas paling |uar sisi kiri dan'
kanan ruang manfaat Jalur kereta api.




(2)Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang
terletak di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b diukur dari batas paling
luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang
manfaat jalur kereta api.

* {3) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terlatak

di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (2) huruf ¢ diukur dari batas paling luar sisl

kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.

Pasal 44 .

Ruang pengawasan jalur kereta api sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf ¢ adalah bidang tanah atau
bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api
untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.

Pasal 45
Batas ruang pengawasan jalur kereta api‘untuk jalan
rel yang terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2} huruf a diukur dari batas paling luar sisi
kiri dan kanan daerah milik jalan kereta api.

-, Pasal 46
(1)Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan
ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

208

(2)Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat .

dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tldak
membahayakan operasi kereta api.

Pasal 47 .
Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus
memasang tanda batas daerah manfaat jalur kereta api.

Pasal 48
(1)Untuk keperluan pengoperasian dan ‘perawatan, jalur
kereta api umum dikelompokkan dalam beberapa kelas.
(2) Pengelompokan kelas jalur kereta api umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: -
" a. kecepatan maksimum yang diizinkan;
b. beban gandar maksimum yang duzmkan, dan
c. frekuensi lalu lintas kereta api.

Pasal 49

(1) Jalur kereta api untuk perkeretaaptan umum membentuk ‘

satu kesatuan jaringan jalur kereta api.
(2) Jalur kereta api sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. jaringan jalur kereta api nasional yang ditetapkan dalam
rencana induk perkeretaapian nasional;

_b. jaringan jalur kereta api propinsi yang ditetapkan daiam
rencana induk perkeretaapian propinsi; dan '

“¢. jaringan jalur kereta api kabupaten/kota yang ditetapkan
dalam rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.

Pasal 50
. (1)Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasat
49 yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara
prasarana perkeretaapian dapat saling bersambungan,
bersinggungan, atau terpisah.
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(2)Pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api yang
bersambungan atau bersinggungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan atas dasar kerja sama
antarpenyelenggara prasarana perkeretaapian.

{3)Dalam hal penyelenggaraan jalur kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicperasikan oleh pihak [ain,
penyelenggaraannya harus dilakukan atas dasar kerja sama
antara penyelenggara prasarana dan pihak lain tersebut,

(4)Satu jalur kereta api untuk perkeretaapian umum dapat
digunakan oleh beberapa penyelenggara sarana
perkeretaapian.

Pasal 51
(1) Jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu pro-
vinsi ditetapkan oleh Pemerintah. '
(2} Jalur kereta api khusus yang jaringannya meleblhl 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota dalamn provinsi ditetapkan oleh
pemerintah provinsi,
{3)Jalur kereta api khusus yang ]arlngannya dalam wilayah
kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/
kota.

. Pasal 52

(1) Jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada jaringan
jalur kereta apl umum,

(2)Jalur kereta api khusus dapat dlsambungkan pada jaringan
jalur kereta api khusus lainnya.

(3) Penyambunganjalur kereta api khusus pada jaringan jalur
kereta api umum dan jalur kereta api khusus dengan jaringan
jalur kereta api khusus lainnya harus mendapat .izin dari
pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur kereta api
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Stasiun Kereta Api
Pasal 54

(1) Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a
sekurang-kurangnya dilengkapi dengan fasilitas:

. keselamatan;

. keamanan;

. kenyamanan;

. naik turun- penumpang;

. penyandang cacat;

kesehatan; dan

. fasilitas umum.

(2) Stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b
dilengkapi dengan fasilitas:

a. keselamatan;

b. keamanan; ‘
c. bongkar muat barang; dan
d. fasilitas umum,

(3) Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun
dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara
stasiun dan tempat bongkar muat barang.

(4) Stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta
api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf ¢
-harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
kepentingan pengoperasian kereta api.
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Pasal 55 ......:...
[BERSAMBUNG ]



